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_ '-

Menimbang

Mengingat

BUPATICIANJUR,

: a. bahwa a:9T ran8ke pelaksanaan pcraturan pemcrintah Nomor 41j1:_iyrj. ,tentang 
p€doman Organisasi perangkat Daerah,remenntah Kabupaten cianjur telah membentuk Dirus Kesehatan

berdasarkan peraturan Daeral Nomor 0? i;;toog;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud pada hurufa, sesuai dengan pasal 113 ayat (2) Feraturan Oaeratr ltomor OZTahun 2008, perlu menerapkan t"!i., n"gri a*iit" t"4u oin^

Kesehatan, dengan peraturan nupatl

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun l95O tentang pembentukan
D_aerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkung"n p.oplns Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43j;

2. Undang-Undang Nomor g 
-Tahun 1974 tentang pokok_pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun isii No*o, ss,
Tambahan Lembaran Negara itromor 3041) sebaeaimana telah
diubah. dengan Undang_Undang Nomor 43 iut un-rlle t"nt*g
Perubahan Atas Undang_Undang Nomor g T;il; :rt74 tentani
f:I*p".k".t Kepegawaian (Lembaran Neg.* i;; 1999 Nomor
I 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor i890);- --

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran 

_Negara Tahun 2004 No.oiiZs, Tambahan
L_embaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor g fanuri ZOOS trntuni e"n.tup"n
Peratuar Pemerjntah pengganti Undang-Undan! Notor : fanun
2005 tentang perubahan Aias Undang-itnO*g "Norno. 

32 Tahun
2004. tentang pemerintahan 

-Daerah- 
.enjaji UoOarrg_Undung

(Lembaran_Negara Republik Indonesia f"frun ZOOi Nomor l0g
Tambahan Lembaran Negrra Republit tnaonesia Nomor 454g) jo.
Ilndal-C-lndane Nomor 12 Tahun 200g tentangterufahan feOua
{tas _Unfn9-pndang Nomor 32 Tahun 200a teitang iemerintahan
Daerah (Le_mbaran Negara Tahun 2003 Nomoitg, rurnbut*
Lembaran Negara Nomor 4g44);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat aan pemiri-ntatran Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, i;;afu Lembaran
Negara Nomor 4438);



7.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian
tIrusan Pemerintahan Antara pemorhtatq pcmerini-iran Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran
Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran'Nelara Nomor +Z:Z);

Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman
O^rganisasi.Perangkat Daorah (Lembaran Ncgara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474i);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahm 2007 tentang
Petunjuk Teknis penataan Organisasi nerongtcat Oaerat f

l:::Y: D::lt Kabupaten Ciaqiur Nomor 02 Tahun 2o0t tentanslam cara pcnyururnn pc,raturan Dacrah dan poacrbltan Lcmbarai
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Sori D) sebagaimana
telah diubah dongan perahrran Daerah Kabupaten Cianiur Nomor OZ

lahun Z-O!e tentang penrbahan pertam; Atas perituran Oaerah
Nomor 02 Tahun 2001 tentang (lrmbaran Daerah Tahun 2006 Nomor
02 Seri D);

Ler"totT Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Unrsan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Dacrah fafrun iOOt Nomor 03
Seri D);

Perahran Dasrah Nomor 07 Tahun 200g tentang Organisasi
Psmerintahan Dacratr dan pembentrkan Organisasi i."frgUt b"*.f,
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah tahun iOOS Nomor Oi seri O;.

MEMUTUSKAN :

: PERATIJRAN BI.IPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERIA UNIT ORGANISASI DI LINGKIINGAN DINAS
KESF,HAT'AN.

5.

BAB I

KETENTUANI'MI.IM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daeratr Otonom Kabupaten Ciarfur.

2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yanC
mempunyai batas Daerah tertcntr berwenang mengatur dan menirrus
keprntingan masyarakat soternpat npnurut pritana-senOirl berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatran Republik Indonesia.

9.

10.

Menetapkan



3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus s"odi.i urusari pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setCmpat sesuai aengan peiaturan perundang_
undangan.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah
otonom oleh Pernerintah Daerah dan Dewan pen;kilan Rakyat Daerah
menurut azas desenfalisasi.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta pcrangkat Daerah otonom
sebagi Badan Eksekutif

6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiat tindatan dan atau susunan
pemerintahan unhrk mengahr aan mengJrus fungsi_firngsi tersiUut
yang. menjadi kewenangannya alam rangt<a meli'ndungil melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masiarakat.

7. Bupati adalah Bupati Cianjur.

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi4,embaga pada pemerintah Daerahyang bertanggungiawab kepada Bupati- dahm penyelenggaraan
pemerintahan.

9. sekretariat Daerah selanjutrya disebut setda adalah seketariat Daerah
Kabupaten Cianjur.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekehris Daerah Kabupaten Cianjur.
I 1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
13. Seketaris adalah Selaetaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di linglarngan Dinas Kesehatan

Kabupaten Cianjur.

15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Ciaqur.

16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Cianjur.

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas (LIPID) adalah rmsur pelaksana
operasional Dinas Kesehatan.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secarJ penuh Jleh
pejabat yang berwenang untuk melitsanakan kegiatan yang sesuai
denga-n_profesinya dalam rangka mendukung kelincaran tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan.

BAB II
KEDI-}DUKAN, TUGAS, FUNGSI DINAS

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
kesehatan.
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(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada aVgt (l) dipimpin oleh seorang

ffi:llf#il' tffi,LT:gJli"*" a""'u!'t"ieg'i"giawab kep;;;

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3
(1) Dinas. mempunyai tugas. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

daerah di bidang kesehatan Ueraasartan Las ot""o;i da" t"t;;pembantuan.

(2) Dalanr melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dinas menyelenggarakan fimgsi : -
a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, evaluasi aan faporan pienielenggaraan
urusan pemerintahan daerah serta penyiapan b;han pdil;;
kebijakan pemerintahan daeran ai Uiaani tJsehatan sesuai dengan
ketentuan dar/atau peraturan perundang_-und;g"n y"ng berlaku;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai- dengan ketennran 'aanTatau pemtur;
perundang-undagan yang berlaku;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan di biaang kesehatan sesuai-dengan
ketentuan dar/atau peraturan p€rundang--urdarigan yang berlaku;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas.

BAB III
ORGANISASI

Bagian pertama

Unsur_unsur Organisasi

Pasal 4
Unsur-unsur Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Selaetaris;

c. Ulsur pelaksana adalah Kepala Bidang Sub Bagiaq Seksi, IIpTD
dan Kelompok Jabatan Fungiional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Seketariat, membawahkan :

b.l . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.2. Sub Bagian Keuangan dan peilengkapan;
b.3. Sub Bagian penyusunan program:



h.

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

c.l. Seksi Pembinaan Institusi pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan;

c.2. Seksi Bina Tenaga Medis dan paramedis;

c.3. Seksi Farmasi dan pengawasan Makanan Minuman.
Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,
membawahkan :

d.1. Seksi Pembinaan Kesehatan lbu, Anak dan Remaja;
d.2. Seksi Bina Kesehatan Usia Lanjut dan Jaminan pemeliharaan

Kesehatan;

d.3. Seksi Gizi Masyarakat.

Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan penyehatan Lingkungan,
membawahkan :

e. l. Seksi Suweilan Epidemologi;
e.2. Seksi Pencegahan dan pengindalian penyakit Menular;
e.3. Seksi Kesehatan Lingkungan.

Bidang Promosi dan pemberdayaan Kesehatan Masyarakat,
membawahkan :

f.1. Seksi Promosi Kesehatan;

!J letsi Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan;
f.3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

UPTD;

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerai di bidang
kesehatan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi
Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perun&n g_undungiao
yang berlaku.

BAB V
TUGAS DAN FTJNGSI UNIT ORGANISASI

DI LINGKUNGANDINAS

Bagian pertama

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat. mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dantungsi Dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum,
kepegawaian,. keuangan, perlengkapan, p"nyur** rencana sfrategis,

Program dan kegiatan dinas serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan
laporan progrom dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentua n dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8

(l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7,
Seketariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan
anggaran Sekretariat;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program,
kegiatan dan anggaran Dinas;

c. pengkoordinasian dan penyrapan bahan penyusunan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang kesehatan;

pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga" hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

pengelolaan adminisfrasi kepegawaian;

pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;

pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

pengkoordinasian, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlakrl
pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

e.

f
s.

h.

J.

(2) yntuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Sekretariat dibantu oleh :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
Sub Bagian Penyusunan Program.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a.

b.

c.

b.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan progam dan kegiatan Seketariat;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang pesyusunan rencana kebutuhan,
pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung taman, dan
peralatan keda sesuai dengan ketentuan dar/atau peratuan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penrmusan kebijakan
teknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan,
penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan
kctataluksunuan kepucla unit kcrja di lingkungan Dinas;

c.



e. melakukan penyiapan . bahan pengelolaan penerimaan,
penggandaan, pendistribusian aan pengiriiran r*uVrirf,"f, An*,arsip sesuai dengan ketentuan d"rdtil-;;;n; perundang-
undangan yang berlaku;

f melakukan penyiapan. bahan pembinaan kepegawaian sesuaidengan ketentuan dan/atau peraturan p"r*a*ig_ima*ga" y^ng
berlaku;

g meJakukan penrapan bahan pengelolaan administrasixcpegawaran sesuai dengan ketcntuan dan/atzu peraturan
perundang-undangan yang birlaku;

h. melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukumdan pendokumenasian peraturan perundang:und,angan sesuaiketentuan dar/atau peraturan perundddG;;y*g berlaku;
i. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum danKepegawaian sesuai dengan t"i.ntu* 

''-a"rV?tuu 
pemtunn

perundang-undangan yang berlaku;
j melakukan tugas lain yang diberikan oleh seketaris sesuai

dengan ketentuan dan/atau leraturan p"ruoJ*g*ia_g"n y*g
berlaku.

(2) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas :

" fl"k*,1_ryr-r-yusunan rencana kegiaran Sub Bagian Keuanganoan lJertengkapan sesuai dengan program -dan 
kegia;m

Sekretariat;

b. melakukan penyiapan,.bahan koordinasi perumusan kebijakanteknis operasional di..bidang p"-Ulni*--p"Oendaharaan,
pengelolaan adminisfiasi keuangan dan sistem at'uunsi keuangan
dan barang/perlengkapan dinas,-sesuai d;d il;"t"_ dar/afau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan penlapan bahan koordinasi penrmusan kebijakan
teknis operasional di bidang penyusunan ,io"*, aogp.an aanpendapatan dinas sesuai dingan ketentuan aJut", peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan,
penfimpanan, pengeluaran uang atau baianfperlengiapan dinas
sesuai dengan ketentuan dan/atau p".tuo, iJr*auirg_undanganyang berlaku;

e' melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturAn p".nA*g_*Janguo V*gberlaku;

, P{tt feny.rapan 
bahan pengelolaan adrninishasi keuangan

::l_f:t,ll"i .barang/perlengkapan/aset dinas sesuai denlan
Ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku-;

g. melakukan 
- 

penyiapan bahan pengelolaan sistem akutansi

,::."-agT ,dan . 
barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan

ketentuan dar/atau peratunn perundang_undangan yang berlakri;
h. melalcukan evaluaqi dan laporan keglatan Sub Bagian Keuangan

dan Perlengkapan sesuai dengan fetentuan durl/arta" peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
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i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Selaetaris sesuaidengan. ketentuan dan/atau i"rr'r"i#i"#"alg_undangan yang

(3) Sub Bagian penyusunan program mempunyai tugas :

" il:t#T.m::unan rencana kegiatan sub Basian Penvusunan

b. melakulan *n","* 
otoo* dan kegiatan setietarlaq " ---'*'

t"h,i, op."J;;Jpff ylH r::iftri rffiril#"Hffikegiatan dinas 
11uai a"ri,J"-"'r."iffi'"'l?""ou peraturanperundang-undangan yang beriakuf--------*. 

vd

c. melakukan penyia
t"r.is 6;;-i;#i, "*u"J:#"+;#Tli# *?,m
::1?Ti:1"'#'fl],1. n'"du"i'il.E;"L dinas sesuai

berlaku; oauatau peraturan p"t*a*g-*a*g"n-yuo!

A 
lllatutan penyiapan bahan koor<jinasi penyusunan rencanastrategis, prosram dan kegiaran ;iil.;"r#i j.ngan 

ketentuandan/atau peraturan perund;s-;;il; ;;ri"i,*qe. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengusulan programdan kegiatan dinas sesuai, ai.r,g."' t.r.""""T1j,v""" peraturanperundang-undangan yang berlaf;t 
--*."*. *

, 
ffj*['<ann';l#:,;?- bahan pembinaan sistem pengelotaan

dinas sesuai a;nn -n,Ilutt*aan 
program a* rcgl"ali-ai*,

undangan r*g u"iru?ult'entuan 
dan'/atau peraturan perundang-

C TLakukai ne.nVianln bahan pengelolaan data dan informasiprogram dan kegiatan din* ,irui- J"rfin-il"n*n dan/arauperaturan perundang_undang- yung UJuii;. 
.."..

t 
il:t$*'ffJ:iT.'l,o'" J"o"*" kegiatan sub Bagian penvusunan

undangan yung uerlalnll 
ketentuan dan'/atau p"tuti"* perundang-

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Seketaris sesuaidengn. ketentuan dan/aiau ;".;,.,ln;,Jnil,it*run run,

Bagian Kedua

Bidang pelayanan Kesehatan

Pasal l0
Bidang pelayanan Kesehatr

:.:!:gft ru:il;d;iiJ,sl?;i:lilfi,'$ff 
"fi tr[:,fi:i#*#Kesehatan dasar, rujukan, tenaga mediJi*;;;il farmasi danpengawasan makanan minuman sesuai aenlan k;;r_ danlatauperaturan perundang_undangan yang berlaku. 

e--- ----vun

Pasal I I
(l) Dalam melaksanakan tusas sebagajmana dimaksud pada pasal 10,Bidang perayanan Keseha-ran r"d;i;;;;;kffi iliia penyusunan program dan kegiatan Bidang pelayanan Kesehatan;



pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan

umum pemerintah daerah di bidang pembinaan institusi pelayanan

kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, sarana dan
pras&rana pelayanan, tenaga medis dan para medis, pembinaan

farmasi dan pengawasan makanan dan menuman;

penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta

permaJalahan di bidang pelayanan pada institusi pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan, sarana dan, prasarana pelayanan,

tenaga medis, bnaga peramedis, pembinaan farmasi' pengawasan

makanan dan minuman;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di
iriAang pemUinaan pelayanan pada institusi pelaysnan kesehatan

dasar dan rujukan, sarana dan, prasarana pelayanan, tenaga medis,

tenaga paramedis, pembinaan farmasi, pengawasan makanan dan

minuman sesuai dengan ketentuan dar/atau peratutan perundang-

undangan yang berlaku;

penlapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan

progra*, kegiatan dinas di bidang pelayanan poda institusi
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sarana dan, prasarana

pelayanan, tenaga medis, tenaga paramedis, p€mbinaan farmasi,

pengawasan makanan dan minuman;

pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan

pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,

iarana dan, prasarana pelayanan, tenaga medis, tenaga paramedis,

pembinaan farmasi, pengawasan makanan dan minuman sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di

lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas

bidang pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan, sarana dan, prasarana pelayanan, tenaga medis' tenaga

paramedis, pembinaan farmasi, pengawasan makanan dan

minuman;

h, pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan

pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,

iarana dan, prasarana pelayanan, tenaga medis, tenaga paramedis,

pembinaan farmasi, pengawasan makanan dan minuman sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

i. penyiapan bahan koordinasi penyustlnan evaluasi dan laporan

pelaksanaan progam dan kegiatan Dinas di bidang pelayanan

pada institusi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sarana dan,

prasarana pelayanan, tenaga medis, tenaga paramedis, pembinaan

iarmasi, pengawasan makanan dan minuman sesuai dengan

ketenttran dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas- 
Lerdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Bidang Pelayanan Kesehatan, dibantu oleh :

a. Seksi Pembinaan Institusi Pelayanan Kesebatan Dasar dan

Rujukan;
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i

I'
i.

b. Seksi Bina Tenaga Medis dan paramedis 
;

c. Seksi Farmasi dan pengawasan Makanan Minuman.

Pasal 12

(1) Seksi pembinln Institusi pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
mempunyai tugas :

a. melakukan pen]rusunan rencana kegiatan Seksi pembinaan
Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai dengan
program dan kegiatan Bidang pelayanan Kesehatan;

b. melakukan Tyapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan sarana, prasanrna,
kelembagaan dan manajemen peiayanan kesehatan dasar dan
ruj ukan;

o. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dibidang pembinaan sarana, prasarana, kelembagaan dan
manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlaku-;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembinaan, sarana, prasarana, kelembagaan- dan manajemen
pelayanan kesehatan dasar dan rujukary

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan sarirna, prasaftma, kelembagaan dan manajemen
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan ketjntuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembinaan- szran4 prasaftna,
kelembagaan dan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi pembinaan
Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai dengan
ketentum dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlakri;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undan gan yang berl aku.

(2) Seksi Bina Tenaga Medis dan paramedis mempunyai tugas :

a lglakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Tenaga
Medis dan Paramedis sesuai dengan piogram dan kegiatan Bida;g
Pelayanan Kesehatan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang perencanaaq pemenuhan
kebutuhan tenaga medis dan paramedij serta pem6inaan mutu
tenaga medis dan paramedis sesuai dengan kitentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan penyiapan bahan kebiiakan teknis operasional di
bidang perencanaan, pengusulan kebutuhan tenaga medis dan
paramedis serta pembinaan mutu tenaga medis dan para medis
pada institusi pelayanan kesehatan dasar dan rujuican sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_un-dangan yang
berlaku;



d. melakukan penyiapan bahan penyusunan progmm dan kegiatan
perencanaan, pengusulan kebutuhan dan penempatan tugas tenaga
medis dan paramedis;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembinaan tenaga medis dan paramedis seiuai dengan ketentuan
dar/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melakukan penlapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan mutu tenaga medis dan paramedis, perencanaan,
pengusulan kebutuhan dan penempatan tenaga mediVparamedis
sesuai dengan ketentuan dan/atau p€raturan perundang-undangan
yang berlaku;

g. melakukan penyrapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembinaan mutu tenaga medis dan
paramedis, perencanaan, pengusulan kebutuhan dan penempatan
tenaga mediVparamedis sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Tenaga
Medis dan Paramedis sesuai dengan ketentuan dan/alalu peraturan
perundang-undan gan yang berlaku;

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan Minuman mempunyai
tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Farmasi dan
Pengawasan Makanan Minuman sesuai dengan program dan
kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang penyediaa4 pengelolaan obat
pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensh, vaksin dan
pembinaan usaha bidang farmasi, alat kesehatag makanan
minuman produksi rumah angga;

c, melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang penyediaan, pengelolaan obat pelayanan keJehatan dasar,
alat kesehatan, reagensia, vaksin dan pembinaan usaha bidang
farmasi, alat kesehatan, makanan minuman produlsi rumah tangga
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perunclang-undangin
yang berlaku;

d. nrelakukan penyiapan bahan penysusnan progmm dan kegiatan
penyediaan, pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, Aat
kesehatan, reagensi4 vaksin dan pembinaan usaha bidang farmasi,
alat kesehatan, makanan minuman produksi rumah tangga;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
penyediaan, pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat
kesehatan, reagensia, vaksin dan pembinaan usaha bidang farmasi,
alat kesehatan, makanan minuman produksi rumah tangga sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
bellaku;
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melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas dibidang penyediaan, pengelolaan obat pelayanan
kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia, vaksjn dan pembinaan
usaha bidang farmasi, alat kesehatan, makanan minuman produksi
rumah tangga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melahrkan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Farmasi dan
Pengawasan Makanan Minuman sesuai dengan ketentuan
dar/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi lvfasyarakat

Pasal 13

Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas
di bidang pembinaan kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut jaminan
pemeliharaan kesehatan dan gizi masyarakat sesuaj dengan ketentuan
dar/atau peraturan peruhdang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13,
Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,,
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang pembinaan
Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan kesehatan ibu,
anak, remaja, kesehatan usia lanjut, jaminan pemeliharaan
kesehatan dan gizi masyarakat;

penfapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang pelayanan kesehatan ibu anak,
remaja, kesehatan usia lanjut, jaminan pemeliharaan kesehatan
dan gizi masyarakat;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebiiakan teknis
dinas di bidang pembinaan. kesehatan ibu, anak, remaj4
kesehatan usia lanjut, jaminan pemeliharaan kesehatan dan
gizi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peftfiuran
perundang-undangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pelayanan
kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan usia lanjut, jaminan
pemeliharaan kesehatan dan gizi masyaxakat;

f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan
pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan usia lanjut,
jaminan perneliharaan kesehatan dan gtri masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau perafuran perundang-undangan
yang berlaku;

b.
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g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan Dinas dan, atau lembaga lain iang terkaiidengan
tugas bidang pelayanan kesehatan ibu, anali, reiraja, keseha:tan
usia lanjut, jaminan pemeliharaan kesetratan dan gizi
masyarakat;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyele nggal:ran
pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, keiehatan usia-Ianjut,
jaminan pemeliharaan kesehatan dui grri masyarakat sesuai
dengan ketentuan dar/atau peraturan- perundang_undangan
yang berlaku;

i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evatuasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan
pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatari usia tanlut,
jaminan pemeliharaan kesehatan dun goi masyarakat sesuai
dengan ketentuan dar/atau perafuran- perundang_undangan
yang berlaku;

j pelatsanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berdasarkan ketentuan din/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Untuk. menyclenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat
(?, Bidap Pembinaan Kesehitan Keluarga dan Gizi Masyaraicat
dibantu oleh :

a. Seksi Pembinaan Kesehatan lbu, Anak dan Remaja;
b. Selai Bina Kesehatan Usia Lanjut dan Jaminan pemeliharaan

Kesehatan;

c. Seksi Gizi Masyarakat.

Pasal 15

(1) Seksi Pembinaan Kesehatan Ibq Anak dan Remaja mempunyai
tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Selsi pembinaan
Kesehatan lbu Anak dan Remaja sesuai d"ngan program dan
fegratan Bidang pembinaan *esehatan feiuarla dan Gizi
Masyarakat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan upaya
peningkatan kesehatan ibu, anak aan reiaja;

c. melakukan qenyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembinaan upaya peningkatan kesehatan ibu, anak,
remaJa;

d. melakukan rynytapan bahan penyusunan program dan
kegiatan pembinaan upaya peningkatan kesehaian-ibu, anak,
remaJa;

e. melaklkan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan upaya peningkatan kesehatan ibq anai, remaja,
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang:
undangan yang berlaku;



melakukan penylapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang pembinaan upaya peningkatan
kesehatan ibu, anak, remaja sesuai dengan ketentuan danJatau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembinaan
Kesehatan lbu, Alak dan Remaja scsuai dcngan kctcntuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melahrkan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Seksi Bina Kesehatan Usia Lanjut dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan mempunyai tugas :

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina
Kesehatan Usia Lanjut dan Jaminan Pemeliharaan Kcsehatan
sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Pembinaan
Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan kesehatan usia
lanjut, jaminan pemeliharaan kesehatan;

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembinaan kesehatan usia lanjut dan jaminan
pemeliharaan kesehatan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan
kegiatan pembinaan kesehatan usia lanjut jaminan
pemeliharaan kesehatan;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan kesehatan usia lanju! jaminan pemeliharaan
kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturar
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang pembinaan kesehatan usia lanjut,
jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan
dar/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina
Kesehatan Usia Lanjut dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Gizi
Masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan Bidang
Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan gizi
masyarakat;
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c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembinaan gizi masyarakal

d. melakukan penylapan bahan penyusunan program dan
kegiatan pembinaan gizi masyarakat;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan gizi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan penurdang-undangan yang bertaku;

f. melakukan penylapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang pembinaan gizi masyarakat
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_
undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Gizi
lvlasyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Kesehatan Keluarge dan Gizi Masyarakat sosuai
dengan ketentuan dar/atau peraturan perund'ang-undangan
yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian penyakit Menular
dan penyehatan Lingkungan

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan penyehatan Lingkungan
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan nrngii Oinas
di bidang pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan
sesuai dengan ketentuan danlatau perafunn perunaang_unaangan
yang berlaku.

Pasal 17

(t) !1fam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16,
Bldang Pengendalian Penyakit Menular dan- penyehatan
Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang pengendalian
Penyakit Menular dan penyehatan Lingkungan;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan keb{iakan
umum pemerintah daerah di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit menuJar dan penyehatan lingkungan;

c. penfiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular dan penyehatan lingkungan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis
dinas, di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular dan penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
pelaksanaan progmm, kegiatan dinas di bidang pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan
lingkungan;



f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyelengg4raan
pencegahan dan pemberantasan penyakit menUar aan
penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perund&ng-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan Dinas dan atau lembaga lain yang terkait-dengan
tugas bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
dan penyehatan lingkungan;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyelenggararn
pencegahan dan pemberantasan penyakif menular dan
penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dar/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di Uidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan
penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j pelatsanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berdasarkan ketentun dar/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Ultu! menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat
(D, .Bidang Pengendalian penyakit Menular dan pinyehaln
Linglrungan dibantu oleh :

a. Seksi Suweilan Epidemologi;
b !"Fl Pencegahan dan pengendalian penyakit Menular;
c. Seksi Kesehatan Lingkuhgan.

Pasal 18

(1) Seksi Suweilan Epidemologi mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Surveilan
Epidemologi sesuai dengan pro$am dan kegiatan Bidang
Bidang Pengendalian penyakit Menular dan eenyehatai
Lingkungan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan
penyelenggaraan surveilan epidemologi dan penyelidikan
kejadian luar biasa;

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang penyelenggaraan surveilan epidemologi dan
penyel idikan kejadian luar biasa;

melakukan penyiapan bahan penyusunan progam dan
kegiatgl penyelenggaraan suweiian epid&no-iogi dan
penyelidikan kejadian luar biasa;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
penyelenggaraan surveilan epidemologi dan penyelidikan
kejadian luar biasa sesrrai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku :
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t.

I

f melatukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang pembinaan dan penyele4ggaraan
slweilan epidemologi, penyelidikan. kejadian luar biasa sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan penrndang-undangan
yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Surveilan
Epidemologi sesuai dengan ketentuan d^n/atan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian Ponyakit Menular dan pcnyehatan'Lingkungai
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan pe-na*g_
undangan yang berlaku.

(2) Seksi Pencegahan dar pengendalian penyakit Menular
mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi pencegahan
dan Pengendalian penyakit Menular sesuai dengan program
dan kegiatan Bidang pengendalian penyakit ftenular dan
Penyehatan Lingkungan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular tertentu, peoanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah;

c. melakukan penyiapan bahan kebiiakan teknis operasional di
bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan
tidak menular tertentu, penanggulangan masalah kesehatan
akibat bencana dan wabah;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan
kegiatan pencegahan dan penanggulang"n p"ny"tit menular
dan tidak menular tertentu, p"nangguiangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak
menular tertenfu, penanggulangan masalah kesehatan akibat
bencana dan wabah sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinqq di bidang poncegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular tertentu, p"nanggulang*
masalah kesehatan akibat bencana dan wabah sesuai denlao
ketentuan dan/atau pemturan perundang-undangan ying
berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi pencegahan
dan.Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan kete;tuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian Penyakit Menular dan penyehatan Lingkungan
sesuai dengan ketentuan danlaw) peraturan perundang_
undangan yang berlaku;
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(3) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan
Lingkungan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang
Pengendalian Pcnyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umurn pemerintah daerah di bidang pembinaan
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan serta penyehatan lingkungan sesuai
dengan ketentuan dar/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan serta penyehatan lingkungan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peratunn perundang-undangan
yang berlaku;

d. melakukan penlapan bahan penyusunan program dan
kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan serta penyehatan lingkungan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peratumn perundang-undangan yang
berlaku;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta
penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan serta penyehatan lingkungan sesuai
dengan ketentuan dar/atau peratuan perundang-undangan
yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kesehatan
Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan' sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas
di bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat sesuai
dengan ketentuan dar/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19,
Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat,
menyelenggarakanfungsi :



a. penyuslman program dan kegiatan Bidang promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang promosi kesehatan,
pemberdayaan lembaga masyarakai dalam peningkatan
kesehatan masyarakat, dan pengelolaan 'p"n*g*-
pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kesehaAn;

c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang promosi keslhatan,
pemberdayaan lembaga -asyarakat 

- 
dalam peningkatan

kesehaun masyarakat, dan pengelolaan 'pen 
og*an

pengaduan masyarakat mengenai petayanan kesehatan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis
dinas di. bidang promosi kese[atan, pemberdayaan lembaga
masyarakat dalam peningkatan kesehatan masyarakat, dan
pengelolaan penanganan pengaduan masyarakit mengenai
pelayannn kesehatan sesuai dengan kitentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
pelaksanaan progam, kegiatan dinas di bidang promosi
kesehatan, pemberdayaan lembaga masyarakit dalam
peningkatan kesehatan masyarakat, da" pengelolaan
penanganan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan
kesehatan;

f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan
promosi, pemberdayaan lembaga masyarakat dularn upuyu
peningkatan kesehatan masyarakat- dan pengelolaan
penanganan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan
kesehatan sesuai dengan ketentuan dai/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi dan konsultrasi dengan unit organisasi
di lingkungan Dinas dan atau lembaga lain yang terkaiidengan
tugas bidang Bidang promosi dan pembeidayaan Kesehatan
Masyarakat;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan
promosi, pemberdayaan lembaga masyarakit dalarn upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan pengelolaan penangan
qengaduan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

i. penlapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan Fogram dan kegiatan Dinas di bidang promosi,
pemberdayaan lembaga masyarakat dalam upaya peningkatan
kesehatan masyankat dan pengelolaan perr-gairuri pengaduan
masyarakat 

-mengenai 
pelayanan kesehatan sesuai dengan

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

j. pelatsanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berdasarkan ketentuan dan/atau peratuftrrl perundang_
undangan yang bcrlaku.
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(2) U.nh{.menyglenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat
( 1), Bidang Promosi dan pemberdayln Kesehatan Vasyaralat
dibantu oleh :

a. Seksi Promosi Kesehatan;
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kcschatan;
c. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 21

( I ) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi promosi
Kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang
Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan promosi
kesehatan;

c. melalcukan penlapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang penyelenggaraan promosi kesehatan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan
kegiatan promosi kesehatan;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
penyelenggaraan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan
dar/atau peraturan perundang-undangan yang beriaku;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang promosi tesitraln sesuai dengan
ketentuan dan/atau perahran perundang_undangan yang
berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi promosi
Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat sesuai
dengan ketentuan darlatau perafuran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan mempunyai
tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengolahan
Data dan Informasi Kesehatan sesuai dengan program dan

!(egiatan Bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan
Masyarakat;

b. melakukan penytapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan slstem
informasi kesehatan;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pengelolaan informasi kesehataq

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan
kegiatan pengelolaan informasi kelehatan sesG deng*
ketentuan dan/atau p€raturan perundang-undangan yang
bertaku;
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e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pengelolaan informasi keseha,tan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang beilaku;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang pengelolaan'informasi kesehatan
sesuai dengan ketentuan dan/atau p€raturan perundang-
undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi pengolahan
Data dan Informasi Kesehatan seiuui derrgan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang bJrlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peratuan perundang_undangan
yang berlaku.

(3) Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

a. melakukan pen),usunan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan
Kesehatan Masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan
Bidang Promosi dan pemberdayaan feieha'tan tvtasyaraliat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang peningkatan peran serta
masyarakat, lembaga masyarakat daiam upaya peningkatan
kesehatan masyarakat;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang peningkatan peran serta masyarakat, lembaga
masyarakat dalam upaya peningkatan kesehitan masyarakat;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan
kegiatan peningkatan peran sirta' *asy".alat,- lembaga
masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat;-

e. melakukan penytapan bahan pembinaan teknis operasional
peningkatan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat
dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakaf sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan peruniang-undangan yang
berlaku;

f. melaklkan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi
dan laporan dinas di bidang peningkatan peran serta
masyarakat, lembaga masyarakat dalam upaya peningkatan
kesehatan masyarakat sesuai dengan teteirtuan dan/atau
peraturan perundang-undangan.yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat sesuai deigan ketentuan
dar/atau peraturan perundang-undangan yang beriaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan
yang berlaku.
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Bagian Keenam

I.'PTD

Pasal 22

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
lgniatau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapai dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit pelaksana Teknis
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kelompot Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuoi dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan ferundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Kelompok j abatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoi sesuai iengan
bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) J_umlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban ke{a.

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fimgsional akan diatur
kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian pertama

Umum

Pasal 26

(t) !3lam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UpTD
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait
lainnya serta dengan semua unsur di tingtcongan pemerintah
daerah-

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
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I
i

(3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi
bertanggungiawab kepada Kepala Bidangnya masing-iasing.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib
mengawasi pelaksanaan fugas bawahannya-masing_masing Aln
apabila..te{a{i penlmpangan agar mengambif fangtah_faigkah
yang diperlukan sesuai dengan ketendan dar/adu peftltwan
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
bertranggung jawab memimpin dan me-ngioordinasikan
bawahannya 

. 
masing-masing serta memberikan b-imbingan dan

petunjuk bagi pelaksana;n tugas.

(6) Setiap pimpinan satuan 
. 
organisasi di lingkungan Dinas wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai 
-dengin 

visi dan misi
dinas. serta menjabarkannya 

-dalam 
prograir dan kegiatan

opersional sesuai tugas dan fungsi serta- bertanggung ja*ab
Kepaoa atasannya masing_masing dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaicu-waktu.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

Piyd* masing-masing wajib diolah dan dipergunaian sebagai
oahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk
dan/atau arahan kepada bawahan.

(8) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupafi melalui
Seketaris Daerah.

(9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan
Kepala_Dinas dapat disampaikan iepada iatuan orgrnirusi'y*g
secara fungsional mempunyai hubungan ke{a,

Bagian Kedua

Ftral Mewakili

Pasal 27

(l) Seketaris.mewakili Kepala Dinas dalam batas_batas kewenanganyTC. dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalanlan
melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala
Dinas sebagaimana dimaksud pida ayat (l), Kepala 6inas dapat

IrnlnJI\ salah satu Kepata Bidang untui'meiaksanakan tugas
Kepala Dinas sesuai dengan kewenaggan yang dilimpahkan.

(3) Apabila seorang- pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang Uersingtitan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat tetiitr rlnaal Aiawahnya

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Dinas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah serta sumber pembiayaan la-innya sisuai 

'dengan 
ketentuan

darvatau perafu ran perundang-undangan yang berlaku.
pr
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BABVIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta para
pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan dinas dilakukan
sesuai dengan ketenfuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Kepala Dinas bertanggungiawab dalam hal perencanaan,
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB D(

KETENTUAN PENUTI.]P

Pasal 30

(l) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan
dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini
akan diahr dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 3l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATICIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

di Cianjur
16 Januari 2009

DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJIIR TAHTJN 2OO9 NOMOR 03


